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TEI'ITAITG

PEITGARI'SIITAMAAI{ GEITDER D^*LJIM PEMBASGIII{AII DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YAITG II'IAHA ESA
BUPATI KUTAI I{ARTAITEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatlkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2O0B serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah,
d,iperlukan landasan yuridis sebagai Pedoman
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan
kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara
perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga
Negara di bidang ekonomi, sosiai budaya, politik dan hukum
setragai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam pembangunan, diperiukan Pengarusutamaan Gender
sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan

c. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang
efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
daiam kehidupan berkeiuarga, bermas3rarakat, berbangsa
dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat
internasionai dan upaya Pengarusutamaan Gender perlu
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada
seluruh satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi
vertikal serta lembaga non pemerintah daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut diatas perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Daerah.
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Mengingat : 1. Undaag-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
pembentukan iaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
t embaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820), seLragai

undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undatg Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Convention orr The

http://www.bpfrn.go.idlElimination of All Form of
Discrimination Againts wameni f,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 32771;

3. Und.ang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan

Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan

Jabatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor ST, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3836);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ao4 tentang Penghapusan
Kekeraian Dalam Rumah Tangga {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa19l;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 1A4, Tambahan
LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor aa21'l;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2aa4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2aa4 Nomor 1.25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437j sebagaimana telah
beierapa kali diruLrah terakhir dengan Undang-Und.ang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
undang-und.ang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOB Nomor 59, Tamhahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9aa\;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ao4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);



g.PeraturanPemerintahNomor6Tahunl9BBtentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

N"g"r. Republfi indonesia Tahun lgBB Nomor 10, Tambahan

LembaranNegaraRepubiiklndonesiaNomor33T3};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentatrg

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran 
_ 
Negara Republik

Indonesia Tahun zoos Nomor l4a, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tamirahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593];

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oa7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2aa7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor a737J;

13. Peratriran Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2AAT

tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undan gan ;

14. Peraturan lVlenteri Dalarn Negeri Republik indonesia Nomor

15 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 67

tahun 201 1 tentang Pedoman umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan h{enteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

[fiEI[UtUSKAlt[ :

Menetapkan: PERATURAII BUPATI TENTANG PENGARUSUTA.IIIAAN
GENDEII DALAM PEMBANGUIYAil DAERAH,

BAB I
KETBNTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Br-rpati ini yang dimaksud dengan :

l-. Pemeri.ntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'



2- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah'

3. tsupati adalah Bupati Kutai Kartanegara'

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKpD ad"alah ferarigtcat Daerah pada Pemerintah Daerah

selaku Fengguna Anggaran/ Barang'

5. Badan Perencanaan dan Pemhrangunan Daerah yang

selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan

dan Fembu.ng,rr"n Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG

adalahstrategiyangdibangununtuk-rnengintegrasikan
gendermenladisatudimensiintegraldariperencanaan'
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

LeUi.1.t 
"rr, 

pro"g.,* dan kegiitan pembangunan di daerah.

7. Gender adaiah konsep yang mengacu pada pembedaan

peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang

iedadi akibat d".i a"" dapat berubah oleh keadaan sosial

dan budaya masyarakat.

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-la]<i

dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

haknya sebagai manusia, &gff marnpu berperan a?1

berpartisipasi daiam kegiatan politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan k"am*nu..r, dan kesamaan dalam

menikmati hasii Pembangunan.

9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil

terhadap laki-laki dan perempuan'

10. Analisis Gend,er adalah analisis untuk mengidentifikasi dan

memahami pembagian kerja atau peran laki-iaki dan

perempu*rr, Lk*.s 
*I<ontrol 

ierhadap *umber-sumber daya

pembangunan,partisipasidalamprosespembangunan'dan
manfaaf yarlg'mereka- nikmati, pola hubungan antara laki-
laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam
pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas

sosial, ras dan suku bangsa.

1 L. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang

dilakukan meialui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, potensl -d*, penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.



l2"AnggaranBerperspektifGend.erataudisehutjugaGender
aiala adaiah p..tggut aat' atau pemanfaatan anggaran

yang Lrerasal alri -uerbagai sumber pendanaan untuk
*.tt1*pri kesetaraan dan keadilan gender'

13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon

terf,-aaap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang

tujuannya untuk mervujudkan kesetaraan dan keadilan

gender.

14. FaccLl Paint PUG aclalah aparatur SKPD yang mempunyli
kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di

unit kerjanYa masing-masing'

15. Kelompok Kerja Pengarusurtamaan Gender yang selanjutnya
disingtat pof.j" pI"rC adalah wadah konsuitasi bagi

pelak-sanadanpenggerakpengarusutamaangenderdari
terbagai instansi atau lembaga di Daerah'

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ljaerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

p.*b"tgunan daerah untuk periode S-(l1na) tahun yang

,.r"rrrp.k"n penjabararT lebih lanjut dari RPJP Daerah.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara"

18. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RANDA

adalah tahapan program atau kegiatan penghapusan

bentuk-bentui pet<i4aan terburuk untuk anak di daerah,

yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi,
terpadu, dan trerkesinambungan'

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peiaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan
pedoman kepada Pemerintah Daerah daiam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang

berperspektif gender.

Pasal 3

Peiaksanaan PUG di d,aerah, mempunyai tujuan antara lain
sebagai berikut :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam

menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan
perencanaan, pelaksanaan, penganggarafi)

5

melalui



e.

f.

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan' program dan

kegiatan Pembangunan di daerah;

b.mewujud.kanperencanaanberperspektif-gendermelalui
pengiitegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi

a"".-p""y.lesaiarr permasalahan laki-laki dan perempuan ;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam

kehidupan berkelu eLrga, berbangsa dan bernegara;

d. mewujuclkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif

gender;

meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan,
p*t*rri, dan tanggung .i1wab laki-1aki dan perempuan

iebagai insan dan iumber daya pembangunan; dan

meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang

menangani pemberdayaan perempuan'

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender rneliputi seluruh
perencanaan, penyusunan, peiaksanaan, pemantauan dan

lraluasi kebijakan dan program pembangunan daerah'

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di

daerah meliputi sebagai berikut :

a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG;

b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan
PUG;

c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan 
- 

pengembangan

mekanisme puc pada lernbaga pemerintahan, perguruan

tinggi yang memiliki pusat kajian gender, lembaga

p"riJtitir"r, dan pengembangan, lembaga non pemerintah;

d. koordinasi dan fasilitasi pel.aksanaan kebijakan, program

dan kegiatan yang responsif gende'r;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;

f" pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG

ianalisis gender, perencanaan anggaran yang responsif
gender) dan pengembangan materi komunikasi informasi
dan edukasi PUG;



(u

(2)

g, pelaksanaarr PUG yang terkait dengan bidang pembangunan

terutama di bidan[ p"trAiaitan, kesehatan, ekonomi, politik,

hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin'

BAB V
PERENCANAAN RESPONSIF GENDER

Pasal 6

pemerintah Daerah berkeu,ajiban menyusun kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender

i"r! dituangkrri drl** RPJMD, Rencana strategis SKPD

dan Rencana Kerja SKPD.

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan berperspektif gender sebagaimana

ii*at urr? pada ayat (i) diiatcukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud
dalamPasal6ayat(2}dapatmengsunakanmetodeAlur
Kerja Analisis Gender lGender Arwlisgs Pathway) atau

metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan
oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan'

(3) petaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan

Rencana strategis SKPD dapat bekerja sama dengan

lembaga p*rg.r.riu., tinggi atau pihak lain yang memiliki
kapabilitas di bidangnYa'

Pasal 8

(1) BAPPEDA mengkocrdinasikan penylrsunan RPJMD,

Rencana staraegis SKPD dan Rencana Kerja SKPD

berperspektif gender.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD

berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pemUangunan dan pelayanan masyarakat
tid"t g pemberdayaan perempuan dan PUG'



Pasal 10

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas

pemberdayaan perempuan sebagai koordinator
penyelenggaraan PUG di Daerah'

Pasal l" 1

{1}DalamupayapercepatanpelembagaanPUGdibentukPol{a
PUG KabuPaten.

(2)SusunarrkeanggotaanPlkjaPUGterdiridariseluruh
Kepala atau PimPinan SKPD"

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal. 12

Tugas Po$a PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

antara lain sebagai berikut :

a. menyusun program kerja setiap tahtrn;

b. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

c. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-

masing SKPD;

d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat,
Kepala Desa dan Lurah;

e. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif
gender;

f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah;

g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

h. memfasilitasi SKPD atau unit Kerja yang membidangi
Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-

masing instansi;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap
anggaran daerah;

k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di
Kabupaten; dan

1" mendorong diiaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal

Paint di masing-masing SKPD.

Pasal 13

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j
beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran
yang berpersPektif gender'
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12) Rencana Aksi Daerah TRANDA) PUG di Kabupaten

*!l'"g"i*ana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat :

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

b. PUG daiam siklus pembangunan di daerah;

c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan

d. penguatan peran serta masyarakat di daerah'

Pasal 14

FocalPointPUGpadasetiapSKPDdiKabupatenterdiri
dari pejabat dailatau staf yang membidangi tugas

Pemtrerdayaan Perempuan atau bidang lainnya'

Focal Point PuG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunYar tugas:

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pa'da unit
kerja;

b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang

berperspektif 
' gender; rnelaksanakan peiatihan'

sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada

seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;

c. melaporkan peiaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;

d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap

kebijakan, p.ogtu.- dan kegiatan pada unit kerja;

e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap

SKPD.

(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana

dimaksud pada i.yat (2) dikoordinir oleh pejabat pada

setiapsrpnyangmembidangitugaspemberdayaan
perempuan atau bidang lainnYa'

(4) Focai Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\ / 
dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

SKPDyangmembidangitugaspemberdayaanperempuan
bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan
pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran
'progra*, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam

menuju kesetaraan dan keadilan gender'

(1)

(2)



Pasal 16

(1}Pemantauandanevaluasisebagaimana"-dimaksuddalam
Pasal 15 dilakukan pada setiap SKPD dan secara

berjenjang antar susunan pemerintahan'

(2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama\ , 
dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau

Lembaga SwadaYa MasYarakat'

(3)HasilevaluasipelaksanaanPUGmenjadibahanmasukan
daiamp"ryr"rrankebijakan,programdankegiatantahun
mendatang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

setiap orang' kelompok, organisasi masyarakat dan lemhaga

swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai

kegiatan PUG di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG

yang meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;

b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan,
konsultasi, advokasi dan koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten
pada SKPD; peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja
pUC; dan strategi pencapaian kinerja'

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program rlan 
-kegiatan 

PU-G

bersumber daii Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan sumber dana lainnYa Yang sah.
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Pasal 2O

pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19 dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan
pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara-

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Oktober 2A13.

BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggai 7 Oktober 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEIV KUTAI KARTANE|GARA

Drs. EDI
NrP. 196sO3021994031

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI
52

KARTANEGARq TAHUN 2013 NOMOR

RITA WIDYASARI
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